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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A  Latar Belakang 

Kesadaran masyarakat terhadap hukum bergantung pada sikap dan 

cara berpikir masyarakat tersebut. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh 

masyarakat tersebut pasti memiliki dampak dan konsekuensi hukum. Salah 

satu contohnya adalah apabila seseorang berjanji kepada orang lain, maka 

akan menimbulkan akibat hukum atas janji yang telah diberikan.  

Hubungan antar masyarakat tidak bisa lepas dari Perjanjian. Suatu 

perjanjian yang sudah dibuat secara sah serta disepakati oleh para pihak, 

maka perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para 

pihak dan bersifat mengikat.  

Pengertian Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang berbunyi 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini”.1 Kewenangan lain yang dimaksud diatur di dalam 

Pasal 15 ayat (1) UUJN adalah pembuatan akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

                                                        
1Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Pasal 1. 
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untuk dinyatakan dalam akta otentik. Urgensi diperlukan akta otentik 

adalah agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak. Apabila terjadi 

perselisihan di kemudian hari di antara para pihak ataupun gugatan dari 

pihak lain, maka akta otentik dapat digunakan sebagai alat bukti dan 

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 

Notaris menempati posisi atau kedudukan yang strategis dan 

berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum. Alasan yang dapat disampaikan adalah, 

pertama, Notaris telah menempuh persyaratan akademis yang diwajibkan 

sebagai seorang sarjana hukum dan melanjutkan ke jenjang studi strata 

dua Magister Kenotariatan. Kedua, sebagai seorang praktisi, Notaris 

bersentuhan langsung dengan masyarakat dan Notaris berkesempatan 

untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat.  

Setelah mengetahui apakah pengertian Notaris serta kewenangan 

yang dimilikinya, maka secara ringkas tugas pokok seorang Notaris adalah 

membuat akta otentik. Kewajiban seorang Notaris adalah memberikan 

pelayanan jasa kepada masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik yang 

nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti mengenai perbuatan hukum 

yang dibuat di dalam akta otentik. Namun demikian selain kewenangan 

pokok untuk membuat akta otentik, Notaris juga berperan dalam 

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang akan 

dibuat oleh para pihak. 

  Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya diharuskan untuk 

memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran 
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sehingga terwujud kepastian hukum, serta tercapainya ketertiban di 

masyarakat. Supriadi berpendapat bahwa “kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan 

masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas 

hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.”2 

Profesi Notaris merupakan sebuah profesi yang terhormat dan 

luhur. Liliana Tedjosaputro berpendapat bahwa “Profesi Notaris 

memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama 

ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk 

pada kode etik profesi.”3  

Sedemikian luhurnya profesi seorang Notaris, maka sebagai 

seorang profesional dan pejabat umum yang memiliki kewenangan seperti 

yang diatur di UUJN sudah seharusnya seorang Notaris memegang teguh 

dan menjalankan amanah yang telah diberikan. Pelaksanaan tugas Notaris 

sebagai suatu jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah 

atau mengucapkan janji berdasarkan agama masing-masing sebagai 

Notaris.4 Ketika Notaris berpraktik di lapangan maka setiap pelaksanaan 

tugas dan jabatan Notaris tersebut harus berpatokan pada apa yang telah 

diucapkan pada saat pengambilan Sumpah Jabatan Notaris.  

Pada saat pengambilan Sumpah Jabatan tersebut, Notaris 

mengucapkan sumpah berdasarkan agama yang dianut. Oleh karena itu, 

pertanggungjawaban dari seorang Notaris atas sumpah yang telah 

                                                        
2Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 170. 
3Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, 

(Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994), hal. 4. 
4Habieb Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat 

Publik, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hal. 78. 
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diucapkan adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Notaris juga 

bertanggung jawab kepada masyarakat karena seorang Notaris harus bisa 

menjaga kerahasiaan atas segala keterangan dan data yang diberikan oleh 

klien. 

Notaris sebagai seorang yang sangat dipercayai dalam pembuatan 

akta otentik, maka di dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang 

Notaris diharuskan untuk memiliki integritas moral. Notaris harus bisa 

menolak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik meskipun dijanjikan 

dengan pembayaran imbalan yang tinggi. Seorang Notaris memiliki nilai 

yang tinggi apabila dibekali dengan sikap professional dan didukung 

dengan integritas moral yang baik.  

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut 

PPAT) bisa diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang, yang mana 

bisa diartikan bahwa walaupun antara Notaris dan PPAT memiliki jabatan 

yang berbeda, tetapi memiliki fungsi dan kedudukan yang sama selaku 

pejabat umum yang saling terikat untuk membuat akta otentik. Hal 

tersebut dikarenakan perbedaan jenis akta yang dibuat oleh Notaris 

dan/atau PPAT tidak terletak pada bobot keabsahan dan kekuatan 

hukumnya, melainkan hanya terletak pada perbedaan bidang hukum yang 

mereka tangani.5  

Berdasarkan informasi yang diakses oleh penulis dari wesbite 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, jumlah 

PPAT yang tercatat sampai dengan Februari 2019 di Indonesia adalah 

                                                        
5J. Kartini Soedjindro, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 26. 
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sebanyak 15.138 (lima belas ribu seratus tiga puluh delapan) orang 

PPAT.6 Urip Santoso mendefinisikan tugas dari seorang PPAT yaitu 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat      

akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum terterntu mengenai 

hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan 

dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan 

oleh perbuatan hukum itu.7 

Perbuatan hukum yang dimaksud diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan 

Jabatan PPAT (selanjutnya disebut PP 37/1998) Pasal 2 ayat (2) yaitu jual 

beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), 

pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai 

atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa 

membebankan hak tanggungan.8 

Sementara itu, Effendi Perangin-angin mendefinisikan PPAT 

sebagai berikut “PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta 

daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas 

tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 

meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.”9 

                                                        
6Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Daftar PPAT”, 

diakses dari https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat, pada tanggal 1 April 2020 pukul 
13.00 WIB. 

7Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat 
Akta), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 97. 

8Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
PPAT, LN No. 52 Tahun 1999, TLN No. 3746, Pasal 2. 

9Effendi Perangin-angin, Hukum Agraria di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1994), hal. 3. 
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Menurut Salim HS “Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut 

merupakan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan 

pembebanan hak atas tanah yang bersangkutan.”10 Hal ini diatur dalam 

Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

yang menentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas 

satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 

data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali 

pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.11 

PPAT merupakan seorang pejabat umum sehingga akta yang 

dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik, yaitu akta yang dibuat sebagai 

bukti adanya perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan peralihan hak 

atas tanah dan bangunan serta menjadi dasar bagi pendaftaran perubahan 

data atas tanah. Akta otentik yang dibuat oleh PPAT merupakan salah satu 

sumber utama dalam rangka pemeliharaan pendaftaran tanah di 

Indonesia.12 

Setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak 

harus dibuatkan akta otentik agar pemilik tanah dan bangunan memiliki 

kepastian atas tanah dan bangunan yang dimiliki. Apabila ada gugatan dari 

pihak lain di kemudian hari, maka si pemilik tanah dan bangunan bisa 

                                                        
10Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2016), hal. 75. 
11Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Pasal 37. 
 

12Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 74. 
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mempertahankan haknya dan dibuktikan dengan akta otentik tersebut. Jika 

akta otentik tidak dibuat di hadapan PPAT yang berwenang maka secara 

hukum perolehan hak tersebut belum diakui dan sebenarnya hak atas tanah 

dan bangunan masih berada di pihak yang mengalihkan hak tersebut. Jika 

terjadi peralihan hak dan akta otentik dibuat pada saat terjadi peralihan hak 

tersebut, maka akta otentik tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat 

yang menyatakan bahwa telah ada perbuatan hukum peralihan hak atas 

tanah dan bangunan dari si pemilik tanah dan bangunan kepada pihak yang 

memperoleh hak.  

Baik Notaris ataupun PPAT harus memegang teguh kode etik 

dalam menjalankan tugas dan jabatannya. PPAT adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta tanah dan diharuskan untuk 

memiliki ketelitian, kecakapan, dan kemampuan di bidang hukum tanah 

agar akta-akta yang dibuatnya tidak akan menimbulkan permasalahan di 

kemudian hari bagi para pihak yang berkepentingan. Apabila akta yang 

dibuat oleh PPAT terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan 

mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau seseorang akan dibebani 

kewajiban di mana seharusnya kewajiban tersebut tidak akan dikenakan 

kepada orang tersebut. 

Namun dalam kenyataannya masih banyak kasus PPAT di 

Indonesia yang melanggar kode etik dan membuat akta otentik tidak 

sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Terjadinya 

pelanggaran kode etik atau penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh 
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PPAT maka masyarakat dan orang perorangan akan mengalami kerugian 

baik materiil dan/atau imateriil. Penyimpangan dari tata cara dan prosedur 

pembuatan akta otentik akan membawa akibat hukum kepada kekuatan 

pembuktian akta tersebut.13 

Salah satu contoh pelanggaran pembuatan akta PPAT yang sering 

terjadi di dalam praktik adalah menandatangani akta jual beli namun 

pengecekan sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional belum 

dilakukan atau belum selesai dilakukan, Akta Jual Beli tidak dibacakan 

oleh PPAT secara rinci tetapi hanya menjelaskan secara garis besar dan 

penandatanganan terhadap Akta Jual Beli dilakukan oleh para pihak tidak 

secara bersamaan dan tidak ada saksi yang terlibat secara langsung dalam 

penandatanganan akta tersebut. 

Kehadiran dan pembacaan akta oleh PPAT kepada para pihak 

merupakan hal yang wajib dilakukan. PPAT mempunyai kewajiban dan 

tanggung jawab secara moral untuk memastikan bahwa para pihak telah 

mengerti dan memahami secara jelas mengenai apa saja yang dimuat 

dalam akta yang dibuat. Akta yang dibuat oleh PPAT harus dibacakan 

kepada para pihak, PPAT harus memberikan penjelasan mengenai isi akta 

kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang 

saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi, 

dan PPAT. 

Jika di dalam pelaksanaan tugasnya seorang PPAT tidak mengikuti 

aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan 

                                                        
13Ibid., hal. 507. 
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pemerintah, atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk, maka PPAT dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis 

hingga pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT. Bahkan tidak 

mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang 

menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-

ketentuan tersebut oleh PPAT. 

Penulis di dalam penelitian ini akan melakukan kajian dan analisis 

dengan mengambil  studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat Nomor 208/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt di mana terdapat penandatangan 

Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) tanpa ada tanggal dan tanpa ada 

harga, tanpa kehadiran pembeli dan tanpa kehadiran dari PPAT yang 

berwenang, dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan bagi para 

pihak termasuk Notaris dan PPAT yang berujung kepada gugatan 

perbuatan melawan hukum. Notaris dan PPAT yang bersangkutan digugat 

karena tidak bertanggung jawab atas pembuatan Akta Jual Beli Tanah 

sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. 

Gugatan berawal ketika Gunadi Trisnadi selaku Penggugat di 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang merasa dirugikan karena Penggugat 

hanya melakukan pinjaman dengan jaminan dengan seorang pendana 

bernama Jimmy Budhijanto selaku Tergugat I. Penggugat memberikan 

jaminan berupa tanah dan bangunan di Jalan Anggrek Neli Murni Blok 

A/3B, Kemanggisan, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna 

Bangunan No. 1169/Kemanggisan atas nama Gunadi Trisnadi (selanjutnya 

disebut tanah dan bangunan). 
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Alih-alih dibuatkan perjanjian pinjaman atau hutang piutang 

namun oleh seorang Notaris/PPAT di Kota Tangerang Selatan bernama 

Notaris Yasman, S.H, M.Kn selaku Tergugat IV dibuatkan akta-akta yaitu 

akta perikatan jual beli, akta kuasa untuk menjual, akta perjanjian 

pembelian kembali, dan AJB tanpa ada tanggal dan tanpa harga. 

Penandatanganan AJB tersebut dilakukan di kantor Tergugat IV tanpa 

dihadiri oleh Pembeli dan tidak dihadiri oleh PPAT Jakarta Barat yang 

berwenang untuk membuat AJB berupa tanah dan bangunan yang berada 

di wilayah Jakarta Barat, sedangkan Tergugat IV adalah PPAT di wilayah 

Tangerang Selatan. Penandatangan AJB dilakukan di kantor Tergugat IV, 

namun akta diterbitkan atas nama PPAT Netty Maria Machdar Daud, S.H 

selaku PPAT Jakarta Barat selaku Tergugat V. 

Seiring berjalannya waktu, Penggugat tidak dapat membayar 

kembali pinjaman beserta bunganya kepada Tergugat I pada waktu yang 

telah ditentukan. Oleh karenanya berdasarkan akta-akta yang ada yang 

dibuat oleh Tergugat IV, maka kepemilikan tanah dan bangunan dialihkan 

dan atas sertipikat yang telah dijadikan jaminan dilakukan balik nama ke 

atas nama Tergugat I dengan menggunakan alas hak berupa Akta Jual Beli 

nomor 32/2017 yag dibuat oleh Tergugat V. Padahal Penggugat merasa 

telah tertipu dengan menandatangani AJB tanpa ada tanggal dan tanpa 

harga tersebut dan tidak dihadiri oleh PPAT Jakarta Barat atau Tergugat V 

yang berwenang mengaktakan jual beli barang tidak bergerak berupa tanah 

dan bangunan milik Penggugat tersebut.  
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Penggugat merasa sangat dirugikan karena kesepakatan yang 

semula adalah utang piutang kemudian diubah menjadi jual beli melalui 

serangkaian akta-akta yang memberatkan Penggugat. Penggugat yang 

pada saat itu membutuhkan sejumlah dana pinjaman merasa dalam posisi 

yang tidak seimbang dengan Tergugat I dimana Tergugat I telah 

menyalahgunakan keadaan Penggugat sehingga tidak mempunyai pilihan 

kecuali menandatangani akta-akta yang diberikan kepadanya termasuk 

Akta Jual Beli tanpa tanggal dan tanpa harga, tanpa kehadiran Tergugat I 

selaku pembeli dan tanpa kehadiran PPAT Jakarta Barat atau Tergugat V. 

Berdasarkan hal-tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan 

perdata perbuatan melawan hukum kepada para tergugat di Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan 

petitum berupa: 

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat; 

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum 

berupa penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang 

merugikan Penggugat; 

3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat Akta Pengikatan Jual Beli nomor 125 yang dibuat di hadapan 

Notaris Yasman, S.H, M.Kn selaku Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan 

dengan segala akibat hukumnya; 

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat Akta Kuasa untuk Menjual nomor 126 yang dibuat di hadapan 
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Notaris Yasman, S.H, M.Kn selaku Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan 

dengan segala akibat hukumnya; 

5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee) 

nomor 127 yang dibuat di hadapan Notaris Yasman, S.H, M.Kn selaku 

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan dengan segala akibat hukumnya; 

6. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat Akta Jual Beli nomor 32/2017 yang dibuat di hadapan PPAT 

Netty Maria Machdar Daud, S.H., PPAT wilayah kerja Jakarta Barat 

dengan segala akibat hukumnya; 

7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum balik nama 

atas Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1169 atas nama Gunadi 

Trisnadi menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 3016 atas nama Jimmy 

Budhijanto dengan segala akibat hukumnya; 

8. Menyatakan Tergugat I sebagai pembeli beritikad tidak baik atau buruk 

dengan segala akibat hukumnya; 

9. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah 

hutang piutang dengan segala akibat hukumnya; 

10. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat 

sebagai Turut Tergugat untuk memulihkan dalam keadaan semula 

Sertifikat Hak Milik nomor 3016 atas nama Jimmy Budhijanto menjadi ke 

pencatatan semula sebelum diubah yaitu atas nama Gunadi Trisnadi. 

Dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

208/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt pada tanggal 19 Juni dapat diketahui bahwa 
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hakim dengan segala pertimbangannya akhirnya mengadili bahwa Jimmy 

Budhijanto selaku Tergugat I adalah pemilik yang sah sebagaimana 

Sertipikat Hak Milik Nomor 3016/Kemanggisan dikenal dengan Jalan 

Anggrek Neli Murni No. A/3-B, RT 002, RW 001 Kelurahan 

Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat dan 

menghukum Gunadi Trisnadi selaku Penggugat untuk segera 

mengosongkan objek jual beli dan menyerahkannya kepada Jimmy 

Budhijanto selaku pemilik yang sah.  

  Penulis dapat menyampaikan bahwa hingga proses penulisan tesis 

ini, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

208/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt masih dalam tahap proses banding di 

Pengadilan Tinggi Jakarta dan belum ada putusan banding. 

Banyak kalangan notaris atau PPAT yang nakal dan menjadikan 

kegiatan yang telah dipaparkan di atas sebagai wadah untuk 

mengakomodir praktik yang tidak sehat yang bisa diibaratkan sebagai jual 

beli dengan hak membeli kembali yang ilegal. Padahal fakta yang terjadi 

di antara para pihak adalah hutang piutang dengan jaminan berupa 

sertipikat tanah. Kasus pertanahan memiliki kompleksitas tersendiri 

sehingga hakim dalam memutus suatu perkara pertanahan perlu menggali 

alat bukti yang ada secara tekun dan cermat yang berupa persangkaan 

terhadap berbagai fakta hukum yang ada dan situasi yang sebenarnya 

terjadi.   

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis berkeinginan untuk 

menulis sebuah penelitian yang berjudul “KEABSAHAN 
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PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI TANPA TANGGAL 

DAN TANPA HARGA YANG DIDASARI ATAS PINJAMAN 

DENGAN JAMINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

JAKARTA BARAT NOMOR 208/PDT.G/2018/PN.JKT.BRT).” 

 

B.  Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang yang telah Penulis sampaikan di 

atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana keabsahan penandatanganan AJB tanpa tanggal dan tanpa 

harga yang didasari atas pinjaman dengan jaminan (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 208/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt)? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban PPAT terhadap penandatanganan 

AJB tanpa tanggal dan tanpa harga yang didasari atas pinjaman dengan 

jaminan?  

 

C.    Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui keabsahan penandatangan AJB tanpa tanggal dan tanpa 

harga yang didasari atas pinjaman dengan jaminan (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 208/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.). 

2. Mengetahui pertanggungjawaban PPAT terhadap penandatanganan 

AJB tanpa tanggal dan tanpa harga yang didasari atas pinjaman dengan 

jaminan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh Penulis selama 

menempuh perkuliahan Program Magister Kenotariatan serta 

mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah yang 

berkaitan dengan tanggung jawab PPAT mengenai keabsahan akta 

jual beli yang dibuatnya.  

2. Secara Praktis 

a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan bahwa PPAT memiliki 

tanggung jawab yang besar terhadap Akta Jual Beli yang 

dibuatnya. 

b. Meningkatkan kesadaran kepada PPAT bahwa seorang PPAT 

dituntut untuk bertanggung jawab secara moral dan secara hukum 

terkait profesi dan jabatannya. 

E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memuat uraian sistematis tentang teori umum dan teori 

konseptual yang digunakan untuk mengkaji masalah terkait judul ataupun 

topik penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat jenis penelitian yang digunakan, jenis data yang 

digunakan dalam penelitian, cara memperoleh data penelitian, pendekatan 

yang digunakan dan analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat analisis dari hasil pengolahan data dan 

pembahasan mengenai keabsahan penandatanganan AJB tanpa tanggal dan 

tanpa harga yang didasari pinjaman dengan jaminan (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 208/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.). 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari 

Penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


